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BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

demokratis berdasarkanRepublik Indonesia adalah negara hukum yang 

pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin warga 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajibnegara bersamaan

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan 

serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata- 

nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan teijadi, 

dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya 

hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk proses penegakan hukum.

Pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, 

selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki 

dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang

meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal

adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara,

tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak 

pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif 

ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai 

bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat

yang

1
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membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan 

sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai nilai demokrasi dan moralitas 

karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan 

terhadap cita cita menuju masyarakat adil dan makmur.

“Menurut Alatas, di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi pasti yang 

dipikirkan hanya perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap. 

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan 

artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu dari berbagai aspek”.1

“Tindak pidana korupsi sulit dibuktikan karena para pelakunya menggunakan 

peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan 

terselubung dan terorganisir. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut white collar 

crime atau kejahatan kerah putih”.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus 

di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, 

seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. 

Karena itu tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan 

menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap 

keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi seminimal mungkin 

penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat 

dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak 

adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

ancaman

2 ^nc*i hamzah, Pemberantasan Korupsi, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6 
2M7* WmT °lCh AlataS daIam BUkU EV‘ Hartanti’ Tindak Pidana K°rupsi, P.T. Sinar Grafika, Jakarta,
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Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa 
bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transparency Internasional 
Indonesia (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara yang paling korup 

dari 133 negara. Di kawasan asia, Bangladesh dan Myanmar lebih 
korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 
ternyata lebih rendah daripada negara negara tetangga, seperti Papua Nugini, 
Vietnam, Filipina, Malaysia, dan singapura. Sementara itu di tingkat dunia, 
negara negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang 
sedang mengalami konflik, seperti Angola, Azerbaizan, Tajikistan, dan Haiti.3

“Menurut Evi Hartati, di era reformasi selama lima tahun terakhir, tidak ada

upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal yang sangat ironis,

mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan KKN. Ini juga menunjukkan

pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi”.4

nomor enam

Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan 

yang tidak melindungi rakyat. Berarti secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk 

menyentuh pejabat tinggi yang korup. “Dalam domein logos, pejabat tinggi yang korup 

mendapat dan menikmati privilege karena diperlakukan istimewa, dan pada domein 

teknologos, hukum acara pidana korupsi tidak diterapkan adanya pretrial sehingga tidak 

sedikit koruptor yang di seret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup 

bukti”.5

3 CBhXm haM^68' PenCegahan dan Penefiakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Rafika Aditama,

4 Evi Hartanti, Op Cit hlm. 6.
KPK, Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi, KPK, Jakarta, 2006, hlm. 12.
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Berlakunya undang undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan 

memberantas korupsi. “Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang 

melekat pada undang undang korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, 

hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan 

koruptor tingkat tinggi di atas hukum”.6 Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif 

bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi 

konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan

hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah kasus

yang teijadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang

dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan

masyarakat.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus 

bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung 

oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini sangat 

merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini teijadi terus 

dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan terhadap 

hukum dan peraturan perundang- undangan oleh warga negara.

menerus

Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 14.

r
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“Menurut Evi Hartanti, tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi 

adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecendrungan 

masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan
'j

keamanan, migas, perbankan, dan property”.

Untuk tindak pidana korupsi telah dikeluarkan peraturan baru yaitu Undang- 

Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang no. 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa aturan baru mulai 

diterapkan didalam UU No. 20 tahun 2001. Pemerintah memperkenalkan suatu istilah 

baru di dalam UU perubahan ini, yaitu “gratifikasi”. Menurut Pasal 12B ayat (1) huruf a, 

yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa 

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Ketentuan 

yang terdapat dalam Pasal tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 66 KUHAP, karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan bukan 

penuntut umum yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi 

tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. 

Penyimpangan tersebut dapat dibenarkan kerena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 

12B ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang ditentukan lain dari ketentuan yang 

terdapat dalam KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Oleh karena itu, 

dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) atau lebih menerapkan atau mengikuti apa yang oleh penjelasan 

umum Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dinamakan pembuktian terbalik, artinya 

bukan penuntut umum, tetapi terdakwa yang wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak

7 Ibid, hlm.23.
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melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah) atau lebih. Jika sampai terdakwa tidak dapat membuktikan, oleh 

pengadilan diputuskan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi 

tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a.

Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf b, yang 

nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa 

gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pasal tersebut menganut 

pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang atau pembuktian terbalik yang 

terbatas, yang masih tetap memberikan kewajiban kepada Penuntut Umum untuk 

membuktikan dakwaannya.

Kemudian pasal 37 memuat ketentuan:

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan 

tindak pidana korupsi

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak 

pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan 

sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan 

tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa hal tersebut, tidak 

berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap 

berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini 

pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib^i 

dakwaannya.
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Bahan-bahan yang dapat dipakai oleh hakim untuk membentuk alat bukti 

petunjuk dalam hukum pembuktian korupsi jauh lebih luas. Selain dan alat bukti 

keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, alat bukti petunjuk dapat 

dibentuk melalui bahan-bahan berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Begitu juga 

alat bukti petunjuk dapat dibentuk dengan menggunakan bahan dokumen, yakni rekaman 

data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan 

dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun 

selain kertas maupun yang terekam selain elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Demikian

luasnya bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam hal alat bukti petunjuk.

Proses pembuktian hukum acara pidana kita terdapat dalam pasal 183 KUHP. 

Pasal ini menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. “Dalam doktrin, sistem ini dinamakan dengan UU secara 

terbatas (negatief wettelijk)”.8 Pembuktian korupsi tetap memperhatikan pasal 183, 

kecuali dalam hal pembuktian terbalik (pasal 37 ayat 2). Dalam sistem terbalik ketentuan 

minimal 2 (dua) alat bukti digunakan untuk membuktikan keyakinan tidak terjadinya 

tindak pidana dan bersalahnya terdakwa, jadi kebalikannya. Sistem pembuktian dalam 

pasal 183 adalah ketentuan dasar dalam hukum pembuktian, dan mutlak berlaku untuk

R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, P.T. Sinar Grafika, 
Jakarta, 2006, hlm. 59.
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membuktikan semua tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam hukum pembuktian 

khusus. “Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pembuktian dibentuk untuk satu-satunya 

tujuan ialah menarik kesimpulan tentang terbukti ataukah tidak kesalahan terdakwa 

melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan 

amar vonis”.9 Pasal 183 adalah menentukan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk 

menetapkan (kesimpulan) tentang keyakinan terbuktinya kesalahan terdakwa yang 

sekaligus merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana. Seluruh kegiatan pembuktian 

akan dan pasti berujung pengujiannya pada ketentuan pasal ini. Perbedaan dengan sistem 

pembuktian di dalam hukum korupsi, selain sistem beban pembuktian, antara lain juga 

mengenai bahan yang boleh digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (Pasal 

26A). Sedangkan untuk pembuktian terhadap tindak pidana gratifikasi dengan nilai Rp. 

10 juta atau lebih menggunakan sistem pembuktian terbalik dan untuk tidak pidana 

gratifikasi dengan nilai kurang dari Rp. 10 juta menggunakan sistem biasa.

Sistem pembuktian terbalik, maksudnya adalah beban pembuktian sepenuhnya 

berada di pihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam 

perkara korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12B) yang nilainya Rp. 10 juta lebih 

terdakwa dianggap bersalah, gratifikasi itu sendiri memang bukan tindak pidana korupsi, 

melainkan pengertian harfiah: ialah pemberian dalam arti luas (penjelasan Pasal 12B).

Oleh karena itu dilihat dari formulasinya, gratifikasi bukan merupakan jenis 
maupun kualifikasi delik. Yang dijadikan delik bukan gratifikasinya melainkan 
perbuatan menerima gratifikasi tersebut. Sebaliknya, kualifikasi tindak 
pidananya disebut dengan cttindak pidana korupsi suap pegawai negeri 
menerima gratifikasi . Sistem terbalik hanya berlaku pada tindak pidana korupsi

9 Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 6
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suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 
(1) huruf a) dan juga terhadap harta benda yang belum didakwakan, tetapi 
diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B), selain 
pembuktian terbalik ada juga dikenal sistem pembuktian biasa.

“Sistem pembuktian biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan 

tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa 

penuntut umum”.11 Sistem ini digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan 

kesalahan terdakwa melakukannya dalam hal tindak pidana korupsi suap menerima 

gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta (pasal 12B ayat (1) huruf b).

Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi berkaitan

dengan hal tersebut dengan judul:

”ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

GRATIFIKASI”

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul di atas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini yang 

akan penulis bahas adalah :

"Bagaimanakah sistem pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi di Indonesia”?

l0/W</.hlm. 7.
And. Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 14.
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3. TUJUAN PENELITIAN

Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi 

ini. Tujuan tersebut antara lain :

1. Untuk menggambarkan selengkap mungkin mengenai tindak pidana korupsi di 

Indonesia sehingga diharapkan dapat di telaah dan dibaca oleh berbagai 

kalangan mulai dari masyarakat umum sampai dengan para teoritisi maupun 

praktisi.

2. Untuk menggambarkan bagaimanakah sistem pembuktian terhadap tindak 

pidana korupsi gratifikasi ditinjau dari ketentuan undang-undang no. 31 tahun 

1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Gratifikasi.

4. MANFAAT PENELITIAN

Dari aspek teoretis dapat memberi masukan dan sumbangan bagi pengetahuan1.

dan pengembangan hukum pidana, khususnya yang mengatur mengenai 

sistem pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi.

2. Dari aspek praktis, membuka dan memperluas pengetahuan tentang kajahatan 

korupsi yang akhir-akhir ini banyak terjadi dan terus mengalami peningkatan 

serta memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang dalam 

menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi gratifikasi.
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5. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis, maka ruang lingkup 

penulisan skripsi ini adalah mengenai sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetapi 

dibatasi dengan yang lebih spesifik yaitu membahas tentang Gratifikasi ditinjau dari 

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999. 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. Maksudnya

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai sistem

pembuktian tindak pidana korupsi gratifikasi dan proses pengungkapannya dengan 

memaparkan data*data dan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif. Yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder, dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang tertulis atau 

bahan-bahan hukum lain seperti buku-buku.

2. Jenis dan sumber data

Pada sknpsi ini jenis data adalah kualitatif dengan data sekunder sebagai sumber 

data yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, 

literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat 

dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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3. Teknik pengumpulan data 

1.) Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan ( Library Research ) yang 

dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang 

berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa :

1. bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, KUHAP,

tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Undang-undang No. 20

Undang No. 31 Tahun 

Korupsi, Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,Negara yang

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, dan Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. bahan hukum sekunder : azas-azas hukum, yurisprudensi, dan doktrin.

3. bahan hukum tersier : bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri 

dari majalah, buku-buku literatur, kamus hukum, media cetak dan 

elektronik, serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi 

yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.
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4. Analisis Data

Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang

bersifat metode deskriptif kualitatif yang disusun secara sistematis dengan menguraikan

gambaran-gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama lain untuk

mendapatkan suatu kesimpulan.
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